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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun  
2017 tentang Pemilihan Umum  (Lembaran   Negara  
Republik   Indonesia   Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 
lembaran Negara Republik    Indonesia   Nomor 6109); 

3. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 
tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc 
Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan 
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Sarolangun Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan dan 
Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten 
Sarolangun Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. 

 

Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan 
Kecamatan Pada hari Rabu Tanggal 4 Januari 2023 Tentang 
Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan 
Kecamatan Dalam Kabupaten Sarolangun. 

 
MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 
SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN 
KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN 
SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024. 
 
Menetapkan dan mengangkat nama-nama Ketua Panitia 
Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Sarolangun untuk 
Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 
 
Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud 
pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan 
kewajiban sebagai berikut: 
a. memimpin kegiatan PPK;  
b. mengawasi dan mengendalikan kegiatan PPS; 
c. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi 

penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) 
orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi 
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